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HARMONISASI PERATURAN DAERAH TERHADAP PERATURAN
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{Dosen Tetap pada Politeknik Negeri Sriwijaya)

Abstrak
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (terakhir diundangkan dengan UU Neo. 23 Tahun 2014)
tentang Pemerintahan Daerah telah menjadi dasar dan memberikan legitimasi bagi daerah untuk
melaksanakan otonomi seluas-luasnya guna mongatur urusan rumah tangganya pasca nontubnya
rezim Orde Baru yang bercorak sentralistik. Kewenangan daerah untuk mengatur urusan
pemerintzhannya diperkuat dengan diterbitkannya Tap MPR No. I MPR/ 2000 tentang Sumber
Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan Republik Indonesia jo. UU No. 12 Tahun 2011 vang
memberikan tempat bagi Peraturan Daerah {Perda) di dalam sistem hukum nasional. Kewenangan
daerah untuk mengatur urusan ramab tangganya melalui Perda menimbulkan persoalan tersendin
bila dikaitkan dengan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya,
bahkan tidak jarang bertentangan dengan peraturan selevel undang-undang, Hal ini seringkal
menjadi kendala dalam pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, utamanya di bidang investasi. Lemahnya pengawasan pemerintah pusat dalam proses
pembentukan suatu Perda merupakan salah satu indikator mengapa kerap terjadi tumpang tindih
antara Perda terhadap peraturan yang berada di atsova.

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-undangan, Otonomi Daerah,
Harmonisasi Peraturan, Investasi,

Absiracr

Act No. 22 of 1999 (the last regulated by Act No. 23 of 2014) an District Goverament has become
the fonndation and legitimize for disirict w carry out the widesi possible autonomy fo mancage
household affairs after the collapse of the Indonesia New Order regime patterned centralized. The
Croverment District authority to manage the qffairs of government is strengthened by the issuance of
TAP MPR No. T £ MPR / 2000 abowr Source of Law and Order Procedure Legistation of the
Republic of Indonesia jo. Act No, 12 of 2011 which provides space for the District Regulation
(Perdal in the national legal system. The government district authority to manage the affairs of the
household through legislation raises its own problems when associated with synchronization af the
laws and regulations that are in it, even léss so at odds with level reguiarory legislation. This are
[frequently an obstacle to national development in the framework of the Republic of Indonesia,
particularly in the fields of invesiment. Weak supervision by the central govermment in the process
of establishing a regulation is ane indicator of why the frequent overlap between regulation of the
ruley above i

Keywaords: District Regulations, Legislation, District Autonomy, Harmonization of Regulations,
Investment.
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A, Pendahuluan

Pemberian otonomi kepada dacrah bertu-
juan meningkatkan daya guna dan hasil guna
penyelenggaraan pemerintahan di daerab, teru-
tama dalam pelaksanaan kepada masyarakat
maupun meningkatkan kestabilan polink dan
kesatuan bangsa.

Reformasi vang bergulir pada 1998, mem-
bawa perubahan besar dalam politik ketatanega-
raan di Indonesia dari rezim yang disebut Orde
Baru ke rezim Reformasi. Reformasi telah pula
melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 (UL No. 22 Tahun 1999) tentang Peme-
rintahan Daerah yang telah mengubah peta po-
litik dalam pmataan kewenangan dan kewajiban
pemerintahan,” Masa-masa indah era sentralisasi
pemenntshan telah bnemuur Selama Orde Baru
sentralisasi kekuasaan® sangat terasa dalam se-
tiap aktivitas pemerintahan di dacrah, bahkan
rancangan pembangunan di setiap daerah lebih
sering mengacu pada pedoman yang ditetapkan
pemerintah.

Seiring dengan hal tersebut, Majclis Per-
musyawaratan Rakyat Republik Indonesia
(MPR RI) memperkuat kedudukan Pemerintah
Daerah (Pemda) melali Ketetapannya Nomor
[/MPR/2000° tentang Sumber Hukum dan Ta-
ta Urutan Peraturan Perundang-undangan Re-
publik Indonesia, yang berturut-rarut ditkuti de-

b HAW. Widinjs, Perconteium Otononei Daevol dff fada-
nesia, Rineka Cipta; Jaknris, 199, hal, 147

? Dengan ditetspkannya Undimg-Undang No, 22 Tahun
1999, pemerinth i doerah mendapat kewenangan riil
yang lebih besar dnlom mengatur dirinya sendin, kecusli
di lima bidany yaitn perizhanan, agema, hubungan luar
m:gur:h moneder dan hukum.

' Bentralisasi menimbulkan disparitas pendapatan yang
sumgnt lebar antar dperah, misalnkas dalam penggunian
anggaran Megara dan kelambanan dalam menuntaskan
persoalon. Sentralisasi kekuasmm iersebut membaat bi-
rokeagi di docruh menjedi mandul, tidak ada keberantan
membuat keputusan strptegis babkan kekuasaan terschul
telah meminsbohokien birokrasi deersh dalam melukukan
imovast dun erengembangkon berobosan-terobosan untik
mempetcepat pembangunan. (H, Djcko Sudentoko, Dife-
g Otosewni Daerak, Pencrbis AND], Yogyakarta, 2003,
hal. 3.)

* Berdasarkan Tep MPR No. LI MPR/ 2000, Tata urutan
perundang-undangan R1 adalah | UUD 1945, Tap MPR.
UL, Perpu, PP, Keppros, Perda.
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ngan pengundangan UL No. 10 Tahun 2004°
tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Per-
udang-undangan Rl dan terakhir rlengan peng-
undangan UU No. 12 Tahun 2011.° Ketiga pro-
duk hukum dimaksud, telah memberikan kedu-
dukan vang kuat terhadap eksistens: Peraturan
Daerah (Perda) sebagai salah satu sumber bu-
kum dalam hirarkhi perundang-undangan RIL
Dengan kata lain Perda menjadi legitimasi bagi
Pemda untuk mengatur uresan rumah {angganya
sendin,

Dalam perkembangannya selanjutnya, UU
Nomor 22 Tahun 1999 dianggap tidak sesuai
lag dengan perkembangan keadaan, ketatanega-
raan, dan mnmtan penyelenggaraan ofonomi
duerah schingga perlu diganti. Maka, pada tang-
gal 15 Oktober 2004 diundangkanlah UL No-
mor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Dae-
rah ke dalam Lembaran Negara RI Tahun 2004
MNomor 125,

Perkembangan terakhir membawa Indone-
sia pada suatu L;;putun.an uniuk mengundangkan
UL No, 23 Tabun 20147 dalam Lembaran Ne-
gara Tahun 2014 Nomor 244 schagai pengganti
UL Mo, 32 Tahun 2004 dengan pertimbangan
bahwa UL No. 32 Tabun 2004 dianggap tudak
sesuaj lagi dengan perkembangan keadaan, ke-
tatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pe-
merintahan daerah.

Di tengah semangat dacrah yang mengge-
bu-gebu untuk melaksanakan otonomi daerah,
tiba-tiba terlihat banyak perspalan yang muncul

* Berdasarkan T Mo, 10 Tubun 20068, Tata urutan perun-
dang-undungan B adalah : UUD Megara RE Tabun 1945,
UL Perpu, PP, Perpres, Merda

S U Max 12 Tabun 2001, menentukan bahwa tata urutan
perundang-undangan R adaiah | UUD 19435, Tap MPR,
LU Perpu, PR, Perpres, Perda Provins, Perda Kab! Bota.
" Dalam poin b dan ¢ bagian menimbang UL No, 23 Ta-
hun 20114 dizebutkan babwa penvelenggaraan pemeriniab
dagrah disrahken untuk mempercepat torwujudnys kese
jahtermun masyarakar melalu peomgkatan pelayansn,
pemvbordavasn, dan poran sera masyarakat, sert pening-
katan daya saing dacreh dengan memperhatkan prnsip
demokrasl, pemerataan, keadilan don kekhagan suatu dac-
rah dalam sistem NKRIL Seria memperhatikan ¢fisiensi
dan efekvites penyelenguaraan pemerintshin daerzh perla
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek
hubunyan antars pemerintan pusal dengan daerah dan an-
tardagrah, potenst den keanchangaman daerah, serta pelu-
ang dan tanmngun perseingen global dfalam kesatuan dis-
torn penyelenggarian pomerintahan negara. (Konsidersn
LU Moo 32 Tuhun 2014).
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rnpa diduga sebelumnya yang mengarah pada
drsintegnitas pemerintahan vertikal di atasnya
dan munculnya egoisme kedacrahan yang mers-
sa mempunyal kekuasaan besar untuk mengatur
segalanya atas nama otonomi daerab.” Di kala-
ngan legislative dan eksekunf kabupaten dan
xota bahkan menggejala proses pengkultusan
terhadap kebenaran atas keputusan yang dibua
sendirt, asalkan tidak menyatakan perang, me-
minjam hutang ke luar negeri, mencetak uang,
stae membentuk pengadilan sendin.

D1 tengah “hiruk pikuk™ nya otonomi dae-
rah, terdapatl pihak-pihak yang sangat berkepen-
nngan dengan 15u otonomi daerah dimaksud, da-
fam hal ini para pemilik modal, Para pemilik
modal sangat faham bagaimana memainkan pe-
ran (utamanya peran hukum) dalam swatu pe-
menntzhan vang mengadopsi konsep Negara
hukum liberal dalam sistem pemenntahan. Para
pemilik modal melakukan berbagai cara guna
terwujudnya penguasaan dan dominasi terhadap
sumber daya alam yang ada di daerah Negam
Indonesia. Penpuasaan dan dominasi dimaksud.
ndak dilakukan dengan cara paksaan, namun hal
it difakukan dengan cara persuasif, prosedural,
dan formal. Strategi inilah vang dinamakan de-
ngan “hegemoni”, atau dengan kata lain, seba-
gaimana yahg dikemukakan oleh Robert Bo-
cock,’ hegemoni berarti “kepemimpinan moral
dan filosofis™, kepemimpman (dominasi) yang
dicapai lewat persetujuan yang aktif kelompok-
zelompok dalam suatu masyarakat.

Hegemoni dilakukan tidak hanya dengan
cara menciptakan intelektual organik dan sistem
nifal mamun hal i juga dilakukan dengan cara
menitahkan kepada para penguasa, dalam hal ini
penguasa daerab, untuk menciptakan produk hu-
kum yang berpihak kepada kepentingan pihak
vang berkuasa, Produk hukum vang dimaksud
disini tidak lain adalah produk hukum yang ber-
wujud Perda, Sehingga dergan dibuamya pro-
duk hukum i, dibarapkan, rakvat akan meneri-
m4 dominasi yang dilakukan oleh penghegemo-

" Pasal | ayat {5) LU No. 32 Tahun 2004 mendefinisikan:
otorom diersh adzlah bek, wewenang, dan kewsjiban
daerah otonom uniuk mengatur dan mengures sandini uru-
gan pemerinizhan dan kepentingan masyarakat setempat.

" Robent Bocock, Pengantar Kamprebensil wntnk Mewir-
rami Hagemonl, Penerbit Jalasuiry, Yograkarta, teopa -
bt hal. |

Yuli Asomara T

ni karena menganggap bahwa Perda tersebut di-
buat atas kesepakatan warga masyarakat sendiri
yang direpresentasikan olch para wakil-wakil
mereka atau oleh orang-orang yang dipilih oleh
mercka yang tergabung dalam jajaran pejabat di
lingkungan pemerintahan, baik im di pemerinta-
han di tingkat pusat maupun pemcerintahan di
tingkat dacrah, baik it eksekutif maupun legis-
lative,

seinng dengan usaha Pemerintah yang
kian gencar dalam mengupayakan peningkatan
iklim investasi. Salah satunva, dengan mener-
bitkan Paket Kebijakan yvang hingga saat ini te-
lah sampai jilid X11, Ironisnya, di tengah upaya
yong dilakukan pemcrintal tersebut justru “di-
hainbat” oleh banyakoya regulasi tingkat daerah
yang ditengara; menghambat peningkatan inves-
tasi di daerah.

Alih-alih mendorong percepatan investasi
ke dacrah-daerah, nyatanya Pemda justru mem-
buat Perda yang secara substansi justru membe-
ratkan pelake wsaba atau investor yang mencoba
melakukan ekspansi bisnis. Di satu sisi, Pemda
didorong untuk lebih meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang utamanya berasal dan
pajak dacrah dan retribusi daerah. Mamun, seha-
rusnya pemda membuat langkah inovanf yang
tidak hanys bergantung pada dua scktor yang
menyumbang paling besar untuk PAD.

Dalam catatan Kemile Pemantauan Pelak-
sanaan (Monomi Daerah (KPPOD) misalnya,
upaya Pemda memperbesar PAD justru dengan
membiar kebyjakan yang ‘mengunci’ pelaku
usaha lewat kewajiban-kewajiban yang dari segi
ckonomi sangat memberatkan. Belum lagy, re-
gulasi yang dibuat kebanyvakan tak punya basis
hukum yang kuat dan seringkali dibuat sccara
tumpang tindih dengan aturan yang skala nasio-
nal selevel undang-undang '

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan
bertkut mencoba melihat persoalan-persoalan
dalam pemberlakuan Perda sebagai instramen
kebijakan daerah dalam bingkai ctonomi daerah
vang seyogyanya diselaraskan dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

e Iitp ads kwanlive comberitad fni Empat Calatar
Teruit Perdq Penshamrbar invesias] ai Dreral, diakeog

20 Desember 2005,
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B. Selayvang Pandang terhadap Harmonisa-
si'' Hukum

Harmonisasi hukum dikembangkan dalam
ilmu hukum yang digunakan untuk menunjuk-
kan bahwa dalam dumia hukum, kebijakan pe-
merintah dan hubungan diantara keduanya ter-
dapat kﬁnﬂ-:amﬁmmn yang dapat mengakibat-
kan disharmoni,

D Indonesia dalam konteks harmonisasi
hukum, dapat diketahui dalam Keputusan Presi-
den (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998, di da-
lam Pasal 2 vang berbunyi sebagai berikut :

Dalam rangka pengharmonisan, pembula-

tan dan pemantapan konsepsi vang akan

dituangkan dalam Rancangan Undang-

Undang, Menteri atau Pimpinan Lembaga

Pemrakarsa penyusun Rancangan Un-

dang-Undang wajib mengkonsultasikan

terlebih dahulu konsepsi tersebut dengan

Menteri Kehakiman dan Menten serta

Pimpinan Lembaga lainnya yang terkai,

Upava pengharmonisan, pembulatan dan
pemantapan konsepsi rancangan undang-undang
diarahkan pada perwujudan keselarasan konsep-
si terschut dengan wdeologi Negara, tujuan nasi-
onal berikut aspirasi yang melingkupmya, UUD
1945, GBHN, undang-undang lain vang telah
ada berikut segala peraturan pelaksanaannya
dan kehijakan lainnya yang terkait dengan bi-
dang yang akan diatur dalam rancangan undang-
undang tersebut.'’ Sasaran program pembentu-
kan peraturan perundang-undangan adalah ter-

" fetilnh harmonisaci heracal dari Yunani, wvaitu kaka
“hermienia” ang artinys tenkal secara serasi din sesuai.
Daelem arti filsafit, diartikaw “kerjosama antars berbagn
fakior yung sedemikian rapa, hingga factor-fakior tersehut
menghwalkan kesataan yang luhur™. (Hassen Shoddity,
dik, Ersiklopedi Indomesia, Tehiar Bare-Van Hoeve, Ja-
karts, hal, 1262%. Istilah harmonisasi secarn shmobogis
berasal dari kats dasar hermend, menunjuk pads proses
vang bermula dari suam epaya, untuk monaiu aeu merea-
lisasi sistern harmont, 1stilah harmoni juga diartikan, ke-
selaresan, keoocokan, kederasian, keseimbangan yang me-
nyenangkan, (M. Dahlan Al Barry, Kasies Modern Solo-
st fndomesia, Atkola, Yogyakarta, 1995)

B LM Gendhi, Harmonisosi Fekum Memgbe Sikum
Yang Responsif Pidato Pengukuhan Gare Besar FH-UI,
dalam Kuosnu Goesniadhie, Hermonivos Hulum Dolam
Perapektif Prrundang-undangan (Lex Specialis suan Ma-
serfarki), Penerbar TP BOOKS, Sursbavi, 28, hal, 62,

" Pasal 5, Keppres No. 188 Tahun 1998, tentang Tota Ca-
rit Mempersiapkan Rancangun Undang-Undang,
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ciptanya harmonisasi peramuran perundang-un-
dangan yang sesum dengan aspirasi masyarakat
dan kebutuhan pernbangunan. Prinsip keseim-
bangan, keserasian dan keselarasan, antara ke-
pentingan individu dan masyarakat dengan ke-
pentingan bangsa dan Negara, merupakan salah
satll @=as materi muatan setiap peraturan perun-
daug-undangan.”

Indonesia schagiel Negara hubkuam  yang
berdasarkan Pancasifa dan U 1945, bertuju-
an mewujudkan tata kehidupan Mepara dan
bangsa yang sejahtera, aman tenteram dan fer-
tib. Menjamin persamaan kedudukan warga ma-
syarakat dalam hukum dan menjamin terpeliha-
ranya hubungan vang serasi, seimbang dan se-
laras antar aparatur pemerintah dengan warga
masyarakat, serla anfara kepentingan perseora-
ngan dengan kepentingan masvarakal atau ke-
pentingan umum. Rumusan prinsip keserasian,
kesetmbangan dan keselarasan ditemukan scba-
gai salah satw asas umum pemerintahan yang
batk (general principles of good adminisirati-
onj, vang dinormatifkan sebagai salah satu asas
dalam Konsideran Menimbang huruf a dan Pen-
jelasan Umum angka 1 Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Ne-
gara, sepert yang telah diakukan beberapa kah
perubahan, antara lain melaln UU No. 9 Tahun
2004 dan terakhir dengan UU No. 51 Tabun
2009,

Dikemukakan oleh L.M. Gandhi,
Harmonisas: dalam hukum adalah menca-
kup penyesiaian peraturan perundang-uin-
dangan, keputusan pemenntah, kepurasan
hakim, sistem hukum dan asas-asas hu-
kum dengan tujuan peningkatan kesatuan
hukum, kepastian hukum, keadilan dan
kesebandingan, kepunaan dan kejelasan
hukum, tanpa mengaburkan dan mengor-
bankan pluralisme hukum.'®

Badan Pembinaan Hukum MNasional
{BPHN) Departemen Kehakiman, memberikan

¥ Lampiran Undang-Undang Nomer 25 Tabun 2000, tea-
tang Program Pembangunan Nasional Tabum 2000-2004,
sub program Pembentokan Persturon Perundang-unda-

L.
" Pasal 6 ayat (1) hunsf | UL No. 12 Tahun 2001 tentang
Fembentukan Pernturim Perundang-uncingan.
MM, Ciancthi datam Kusnu Goesniadhic, Op.Cit, hal,

7L
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pengertian harmonisasi hukum, sebagai kegiatan
tlmiah untuk menuju proses penghanmonisan
hukum tertulis vang mengacu baik pada nilai-
nilai filosofis. sosiologis, ekonomis, maupun
yuridis, Pengkajian terhadap rancangan peratu-
ran perundang-undangan, dalam berbagai aspek
apakah telah mencerminkan keselarasan dan ke-
sesunian dengan peraturan perundang-undangan
yang lain, hukum tidak tertulis dalam masyara-
kat, konvensi-konvensi dan perjanjian-perjangi-
an nternasional bmk bilateral maupun multila-
teral yang telah diratifikasi Indonesia.'”

Bertolak dan perumusan pengertian-pe-
ngertian i atas, dapat disimpulkan bahwa har-
momsasi hukum, adalah wpaya atau proses un-
tuk mengatasi perbedaan, hal-hal yang bertenta-
ngan dan kejanggalan dalam hukum. Upaya atau
priges umtuk merealisasi keselarasan, kesesvai-
an, keserasian, kecocokan, keseimbangan dian-
tara norma-nerma hukum di dalam peraturan
perundang-undangan sehagai sistem hukum da-
lam satu kesatuan kerangka sistem hukum na-
swomal, Untuk italah, pembentukan suatu peraty-

18 4 :

ran perundang-undangan” di Indonesia, hams-
fah merupakan harmonisasi terhadap peraturan
perundang-undangan dalam satu kesatuan sis-
tem. Dengan demikian norma-norma hukum di
dalam peraturan perundang-undangan sebagai
subsistem dalam satu kesatuan kerangka sistem
hukum nasional, tidak terhalang oleh perbeda-
an-perbedaan, tidak saling bertentangan dan -
dak terjadi duplikasi atau tumpang tindih,

. Harmonisasi Hukum dalam Pelaksanaan
Oonomi Daerah dalam Bingkai Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Pembukaan UL'D Negara Republik

Indonesia (UUD NRI} Tahun 1945 dicantumkan

empal tjuan nasional schagai tujuan Negara

vaitu ¢ (1} melindung scgenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) mema-
jukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan

" #oh. Hasan Wangakusumah, dkk, Perpmusar Harmo-
nisasd Fiwkmm femrng Metodologi Hormumisasd Hufan,
BPHN Departemen Kehakiman, Jakarga, 19967 1997, hal,
317,

" Pembentukan peratwran perundang-undzngan adolph
pemiustan peraturan perundzng-undangan vang mencs-
kup tnhapan perencanasn, penyusunan, pembahisen, pe-
ngeszhan atdu penetapan, dan pengundangan {Pasal |
angka 1 UL Mo, 12 Tahun 3011}

Fedi Aswrara T

kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdeka-
an, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pems
bukaan LIUD NRI Tahun 1945 merupakan sum-
ber motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad
bangsa Indoncsia, vang merupakan sumber,
cita-cita hukum dan moral; vang ditegakkan
baik dalam lingkungan nasional maupun dalam
hubungan pergaulan bangsa-bangsa di dunia.
ULD MEI Tahun 1945 mempakan hukum dasar
dalam peraturan perundang-undangan di Indo-
nesia” sekaligus merupakan peraturan perun-
dang-undangan yang memiliki kedudukan yang
tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan di
Indonesia, ™ Artinya setiap peraturan perundang
-undangan yang ada tidak boleb bertentangan
dengan UUD NRI Tabun 1945, Penvelenggara-
an MNegara dengan pengelolaan sistem pemerin-
tahan yang desentralistik sepenuhinya harus ber-
ada dalam koridor ULUD NRI Tahun 1945 seba-
gai sumber segala sumber dan pijakan dalam ni-
lai-milai konstitusional, dimana secara universal
konstitusi Negara merupakan koridor pengem-
hangan demokrasi.

Sclanjutnya dapat dikemukakan disim,
bahwa wawasan nusantara yang merupakan na-
tiomal outlook” —nva bangsa Indonesia dirumus-
kan sebagai cara pandang bangsa Indonesia
vang berlandaskan Pancasila, tentang diri dan
lingkungannya serta tanah aimya scbagai Nega-
ra kepulauan dengan semua aspek kehidupannya
vang heragam dan dinamis, dengan mengutama-
kan persaman bangsa dan kesatuan wilavah In-
donesia, yang tetap menghargai dan menghor-
mati kebhinckaan dalam semua aspek kehidu-
pan bennasyarakal, berbangsa dan bemegara

—

* ¥ide Pasal 3 UU Mo, 12 Tahun 2011 tentang Pemben-
tukan Peraturan Perundang-ondangan,

* Vide Pasal 7 wyat (1) UU Mo. 12 Tahus 2011

* Cara bagaimana suari bangss memandang tanzh air be-
sera linghwtgannys menghasilkan wawasun nasional (re-
Fomal oeined ), Wawisan nasional im selanjulnya menja-
di pandangan atin visi bengsz dalem menuin truannye,
Adapun bang=s [ndonesia memiliks wawasan nastonal
yartu wawasan nasional. Lihar Winamo, Paradigma Bare
Perdiciben Kewargenegaraan, Panducn Kuliah af pergu-
ruwr Thergerd Bovdavarkan Sweal Keputuean Disjen ki
No, 437 Dikris 2006 semiong Rawbs-Rawhee Pelakanigan
Kelompak Mata Kidiah Pergembangan Kepribadian i
Pergurnar Tinggl, Edisi Kedua, PT. Bumi Aksara, Jakar-
ta, 2008, hal. [42.
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untuk mewujudkan cita-cita nasional.” Dengan
demikian, pada hakikatmya wawasan nusantara
adalah suatu keterpaduan pemikiran yang memi-
liki dua dimensi, yaitu dimensi kedaerahan' ke-
wilayahan dan dimensi nasional. Dimensi kehi-
dupan bermasyarakat, bangsa dan Negara Re-
publik Indonesia dalam rangka merealisasikan
cita-cita masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila, Wawasan nusantara da-
lam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan
dengan pengelolaan daerah-daerah seluruh In-
donesia merupakan pegangan sangat mendasar,
karena disitulah jaminan bahwa prinsip MNegara
kesatuan, prinsip rasa persatuan dan kesadaran
akan keanekaragaman dan kebhinekaan dalam
setiap langkah mewujudkan kepentingan dalam
rangka mencapal fujuan nasional ite dilaksana-
kan,

Sesuai dengan amanst UTUD NRI Tabun
1945, pemerintah daerah berwenang untuk me-
ngatur dan mengurus sendirl unisan pemennta-
han menurit asas otonomi dan tugas pembantu-
an. Pembernan otonomi luas kepada daerah dia-
rahkan untuk mempercepat terwujudnya kese-
jahteraan masyarakat melalui peningkatan pela-
yanan, pemberdayaan dan peran serta masyara-
kat. Di samping itu melalui otonomi luas, dae-
rah diharapkan mampu meningkatkan daya
saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan keadilan, keistmewaan dan kekhu-
susan serta potensi dan keanckaragaman daerah
dalam system NKR1.* _

Reformas: penyelenggaraan pemernintahan
daerah dengan disabkannya Undang-Undang
Pemerintahan Daerah vang telah mengalami pe-
rubahan bahkan pergantian dan terakhir dengan
pengundangan UU No. 23 Tahun 2014, bila di-
kaitkan dengan legislasi daerah dapat digrukan
schagai berikut : pertama, self regulating po-
wer, yaitu kemampuan mengatur dan melaksa-
nakan otonomi daersh melalui berbagai bentuk
peraturan perundang-undangan demi kesejante-
raan masyarakat di daerahnya. Kedug, self mo-

% giti Murbaya, Problemarike Politik Hulbuegan Pusat-
Daevak Dalam Sistem Deyeniralizasi of Indonesia, dalzm
Sobva Arinantd & Ninuk Trivent (editor), Memahamd Hi-
ks Dari Konstracksi sampai fmplementasi, PT. Raja Gra-
findo Persada, Jakarra, 2009, hal. 339, Likat pula Winar-
o, fbid, hal. 157

 Penjelasan Limum Undang-Undang No, 32 Tahun 2004
rentang Pemerintahan [aersls.
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difving power, yaiiu kemampusn melakukan pe-
nyesuaian-penyesuaian dari peraturan yang di-
tetapkan secara nasional dengan kondisi daerah.
Ketipa, local political support, yalu menye-
lenggarakan pemerintahan daerah yang mempu-
nyai legitimasi luas dari masyarakat, baik pada
posisi kepala daerah sebagal unsur ckschutif
maupun DPRD sebagai unsur legislative, Keem-
pat, financial resowrces, yaitu mengembangkan
kemampuan dalam mengelola sumber-sumber
penghasilan dan  kekurangan yang memadai
unfuk membiayal kcgiatan-kegiatan pemerinta-
han, pembangunan dan pelayanan masyarakat
Kelima, developing hrain power, yaifu memba-
ngun sumber daya aparatur pemerintah dan ma-
syarakat vang handal yang bertumpu pada kapa-
sitas intelektual dalam menyelesaikan berbagai
masalah,™

Berdasarkan uraian di atas seyogyanya ke-
mampuan mengatur dan melaksanakan otonomi
dacrah melalui berbagai bentuk peraturan perun-
dang-undangan hamslah ditujukan demn kese-
jahteraan masyarakat di daerahnya, dimana pe-
ramran perundang-undangan dimaksod  (dalam
hal ini Perda) haruslah mampu melakukan pe-
nycsualan-penyesuaian dengan peraturan yang
ditctapkan secara nasional dengan kondisi dae-
rah. Dengan demikian, penvelenggaraan peme-
rintahan daerah mendapat legitimasi luas dan
mazvarakat, baik pada posisi kepala daerah se-
bagai unsur eksekutif maupun DPRD sebagai
unsur legislatif. Dan pada akhimya otonomi
daeral dapat membangun sumber daya aparatur
pemerintah dan masyarakal yang handal yang
bBermumpu pada kapasitas infelektual dalam me-
nyelesaikan berbagai masalah.

Menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) LU
No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pera-
turan Perundang-undangan, salah salu jens pe-
raturan dalam hierarki peraturan perundang-un-
dangan adalah Perda dan kekuatan hukum pe-
raturan perundang-undangan tersebut sesuai de-
ngan hirarkinya. Artinya, Perda telah resmi

B apus Syamsueddin, Mengenai Ciononsd Doerah Bevda-
sarkan UL Mo, 22 Takwn 1999 rentang Pemerintakan
Dvverak, dalam Aspawi Arbwin, dlevabilings Produt Le-
givlasi Dol ; Kritik Terhodap UL No. 32 Tk 2004,
Centre for Stratepic and Inemational Swelics (CSE5) -
Jupan Intematinnel Cooperation Agency (JICA), Jakarta,
20HIT, hal. 15-106,
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menjadi salah satu peraturan perundang-unda-
ngan i Indonesia. Oleh karena itu, Perda dan
produk-produk legislasi daerah lainnya menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari hukum na-
sional secara Keseluruhan. Jika dilihat dari sisi
pandang kesisteman, maka produk legislasi dae-
rah i adalah salah satu bagian dan sistem hu-
kum nasional, khususnya pada sub-sistem pera-
ruran_perundang-undangan atau substansi hu-
kum.”

Sejak dipulirkannyva desentralisasi melalui
kehijakan otonomi daerah melalun LU Na, 22
Tehun 1999 yang kemudian mengalami banyvak
perubahan dan terakhir diganti dengan UL No.
21 Tahun 2014 tentamg Pemerintahan Daerah
werap dijumpal permasalahan dan fenomena di
zabupaten! kota, baik i legislaif maupun ck-
sekutil dengan didasari oleh semangal otonomi
daerah banyak melahirkan perda-perda vang
ustru bermasalah dan menjadi penghambat da-
lam pelaksanaan pemmbangunan nasiopal. Seba-
gar conboh dapat disebutkan babwa sejumlah
Perda di bidang usaha temyata bermasalah kare-
ra berfemtangan dengan perafuran yang lebih
tnggi. Komite Pernantasan Pelaksanaan {Mono-
mi Dacrah (KPPOD) mencatat hingga saat ini
zda sckitar 2,000 Perda yang berpotensi berma-
zalah, Bahkan. ada beberapa Perda vang harus-
nyva batal demi hukum tetapi dilaksanakan di
daerah. Keberadaan Perda tersebut seringkali
menghambat Pemban,gunan ekonomi di daerah
":'ﬂf-ﬂngkultln

Dari sekian banyak Perda bermasalah, me-
nurut Rﬁl:agn Endi Jaweng (Direktur Eksekutif
EPPOLY, kebanyakan adaiah Perda mengenai
penzinan dasar usaha sepert Pembuatan Surat
[zin Usaha Tanda Daflar Perusahaan (SILP-
IDP). Robernt mengklaim setidaknys 50 daerah
vang masih menarik pungutan dalam pembuatan
SIUP. Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan

= Abdul Bari Azed, Narmonisast Legisfast Pusat dan Do
eralr Mefalui Perowatan Pevan dan Fungsi DPRD o Bi-
gang Legislasd, dalam Tim Penvusun Buku Hakim Koas-
g, Memera Uy Sistem Peratiran Peraturan Perum-
am-dmdugan Tndonasia fefalk kak doe Pemikiven
Hukieny Heeking Kowstitngi Prof HAS Notobaye, SH . LL,
A, Sekrecariat Jenderal dan Kepamiterasn Mahkamah
:-.-:-nsn..ur Tnkarta, 2008, hal. 3563,

ey kppod.ongindarphp: Perde-bermaselaf-ambal-
imvestaryi, diakszs 2T Jenuan 2013,
T Ihi,

Yot Awpmcra 10

(Permendag) tahun 2007 sudah mengatur bahwa
pembuatan SIUP-TDP “gratis™.

Berdasarkan kajlan dan penelinan vamg
dilakukan sgjak akhir tahun 2005, ditemakan
ada 262 Perda bermasalah dari 507 Perda vang
dikaji. Penelii KPPOD Mohamad Yudha Pra-
wira mengatakan, pihaknya merekomendasikan
sekiranya terhadap 232 Perda dilakukan revisi
dan dicabut. Sebab, kajian KPPOD menemukan
banyaknya potensi yang muncul berupa pungu-
tan. yang memberatkan lewat mstrumen pajak
dacrah dan retribusi daerah oleh pemda.

Sebagal tindak lanjut atas evaluasi vang
dilakukan terhadap Perda bermasalah, maka di
tahun 2016, Kementmian Dalam Negerl menba-
talkan 3.143 Perda vang diangpap dapat meng-
hambat investasi. Menteri Dalam Negeri (Men-
dagnri} Tjahjo Kumolo menyebut pembatalan ri-
buan Perds tersebut sebapai salab tolok ukur ke-
seriusan 2 (dua) tahun pemerintahan Jokowi dan
JK untuk mempercepat |':E:--i.:'.:'r|;lrt.EE Tjahjo Ki-
molo menjelaskan, dari 3.143 Perda yang diba-
talkan tersebut 55% diantaranya diangpap seba-
gai penghambat investasi, 33% diangpap penga-
lihan aturan BUMD yang tidak sesuai dengan
peraturan di atasnya, dan 0% dianggap meng-
hamibat kelahiran pabrik. >

Sehubungan dengan banvaknya persoalan
terkait dengan produk hukum Perda yang diang-
gap bermasalab dan menghambar iklim investas
tidaklah pula dapat dilepaskan dari peran peme-
rintab pusat dalam melakukan pengawasan ter-
hadap produk-produk legislator dacrah tersebut.
Salah satu sebabnya ialab lemahnya pengawa-
san olch pemernntah pusat, dalam hal 1m Ke-
menterian Dalam Negerd ketika melakukan re-
view terhadap rancangan Perda {Raperda) pada
tahap pembahasan. Ketika pengawasan dilaku-
kan denpgan baik oleh pusat, maka ak akan ada
sebanyak i1 Perda-Perda vang bermasalah dan
tuimpang tindih.

Pada wmumnya dapat dikatakan, bahwa
pengawasan terbadap segala kegiatan pemerin-
tah dacrah termasuk Keputusan Kepala Daerab
dan Perda, memspakan suatu akibat mutlak dan
adanya Negara kesatuan, Di dalam Negara kesa-

* Detik MNews, Dug Tadmn Pemevineaban fokowd -8
Mendeagri Baraikan Ribvan Perdg Pevphamiat frogstasy,
| D Cictobrer 24016,

® Ihid,
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tuan kita tidak mengenal bagian vang lepas dan
atau sejajar dengan MNegara, Bdak pula mungkin
ada Negara di dalam Negara. ™" Bahkan dapat di-
katakan, tidak ads pemerintahan berotonomi
tanpa pengawasan, padahal antara pengawasan
dengan desentralisasi akan memungkinkan tim-
bulnya spanning.”

Memujuk pada hasil penelitian Ni'matul
Huda™ terhadap produk hukum dacrah yang di-
hatalkan oleh Pemerintah (Menteri Dalam Ne-
geri) sejak 10 Mei 2002 sampai 9 Oktober 2006,

ditemukan ada 554 produk hukum dserah, de-
ngan rincian sebagal berikut. Perda pajak daerah
sebanvak 64 buah, Perda retribusi daerah se-
banyak 461 buah, Perda lain selain yang meng-
atur pungutan daerah 14 buah, dan Keputusan
kepala Daerah sebanyak 15 bugh.

Produk hukum daerah yang dibatalkan
oleh Menteri Dalam Neperi selama tahun 2002-
2006 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel
berikut :

Tabel
Produk Hukum Daerah Yang Dibatalkan Tahun 2002-2006
Perda | Perda | Perda | SK Guh/ Tanggal

Lnbn Iwip-Jain Fembatalan Jumlak

2002 2 14 4 - 10 Mei sid 3 Des 2002 20

2003 | & 87 7 2 23 Jan s/d 30 Des 2003 104

2004 | 25 |88 . 2 6 Jun 5/d 7 Oktober 2003 | 215

2005 21 oy 3 [i] 31 Jan ='d 14 Des 20805 127

MG " 75 - 5 2 Jan s'd 9 Okiobor 2006 B
Jumlah | 64 4al 14 15 254

Sumber; Jumal Hukum Moo Edisi Khosus Vol 16 Oktober 2000,

Secara umum, alasan pembatalan produk
hukum daerah dimaksud adalah : a) mengaki-
batkan skonomi biaya tinggi dan pungutan gan-
da pada satu obyek, b) tumpang tindih dengan
kewenangan pusat, c) tidak layvak dikenakan ret-
ribusi, d} tidak ada aspek kepentingan umum
vang perlu dilindungi, ¢} merintangi ams sum-
ber dava ckonomi antar dasrah maupun Kegiatan
ekspor dan impor.”

Apabila dilihat dan karakteristik produk
hukum daerah yang dibatalkan tersebut, terdapat
dus kategori besar permasalahan vamg terjadi.
Kategori pertama, adalah Perda-Perda sebenar-
nya merupakan pelaksanaan dan undang-un-
dang mengenai pajak dan retrbusi daerah, tetapi

* Irewan Soetyo, Pengawasan ferhaday Perangan Dae-
riph dam Keputusan Kepala Daerakh, Bina Aksars, Takarfu,
1983, hal. 3.

* Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UL 1945,
UNBIKA, Karawang, 1993, hal. 3.

N mntul Huda, Hubwgan Pengawasan Prodik Hikum
Diaerah antara Pemeriniof dergan Pemeriniah Dasrah
delam Negare Kesarwan Bepubiik fodonesio, Jurmal Hos
kum FH-UII, Yogyakarta, No. Edisi Khusus, Vol 16 Ok-
Tober 2004, hal. TT,

* b, bil. 80
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Perda-Perda tersebut memberikan penafsiran
vang salah terhadap undang-undang tersebut.™
Diketahui bahwa vang sering tidak ditaati oleh
Pemerintah Daerah dalam mengatur pajak dac-
rah adalah mengatur obyek pajak yang bukan
wewenangnya seperti yang diatur dalam UU
Mo, 34 Tahun 2000, Sedangkan Perda yvang me-
ngatur retribusi daerah, adalah tidak dipenuhi-
v kriteria yang harus dipenuhi vaitu ketentuan
babwa retrbusi barus memberkan jasa lang-
sung kepada pihak yang dikenai retribusi.
Kategori kedua, adalah Perda-Perda yang
memang dibuat untuk menciptakan pajak atau
retribuss baru yang tidak ada dalam UU yang
berlaku. Kategori ini dampuknya lcbih besar da-
ripada kategori pertama dan akhirmnya memicu
reaksi publik bahwa otonomi daerah hanya
menciptakan “raja-raja kecil” yang sibuk mela-
kukan pungutan dari perusahaan yang berlokasi
di dasrahnva. Dari kategori ind, muncullah jenis
pungutan, seperti sumbangan wajib, pajak eks-
por (retribusi terhadap hasil bumi daerah yang

" Bambong PS Brodjonegore, Menciptakan Perelosmonti.
an Daerah vang Kompeniel, delem Nemainl Hwda, Op
Cit, hal. R&.
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dijual ke luar dacrah), pajak komoditas daerah
tertentu dan bertentangan dengan UU pajak na-
sional) serta retribusi tenaga kerja.

Para penpusaha daerah dan investor po-
tensial serentak mengeluhkan keberadaan Perda
-Perda semacam ind. Mercka schepamya tidak
mengeluhkan besarnya jumlah yang hares diba-
var, tetapi lebih kepada ketidakpastian menge-
nai besamya jumlah yang harus dibayar dan ke-
rumitan adnunistrasi yang ditimbulkan oleh be-
gitu banyaknys jenis pungotan dan pajak. Dars
sis1 Pemenntah Daerah, keberadaan Perda-Perda
tersebul tanpa mereka sadari telah menuninkan
daya saing perckonomian lokal, "

Huebumgan pengawusan  produk  hukum
duerah antara pemerintah pusal dan pemerintah
daerah dalam NKRI setelal Orde Baru (ketika
berlakunya UU No. 22 Tahun 1999} dilakukan
melalui pengawasan represif vang berupa pem-
batalan produk hukum dacrah oleh Menteri Da-
lamn Negeri {executive review), Apabila daerah
tidak dapat menerima keputusan pembatalan
produk hukumnya, dapat mengajukan kepada
Mahkamah Agung (judiciel review) setelah me-
ngajukannya kepada pemenntah (administratie-
ve beroep)”” Sebapgsi upaya hukum terakhir,
daerah  dapat mengajukan keberatan  Kepada
Mahkamah Agung terbadap Keputusan Menteri
Dalam Negen yang membatalkan produk bu-
kum daerah,

" Thid,

* Menurut Bochmat Soemnitre, “keberaton™ menupakon
terpemakhan dar kata “adwinisimaticve beroep ", Keberatan
dapot digjukan kepads mstens yong menpeluarkan atan
instanst yang secara vernkal lebib tinpei. Libat 5F. Mae-
. Pevadilan Administrasi Negara dar Unaya Alternany
off Tmclopesia, Liberty, Yopyakars, 1997, hel 66 Menurut
Penjelakan Pasal 48 U1 Mo, 5 Takbum 1986 wentanyg Pera-
cilan Tate Usaha Negara schogaimana telah divbab de-
ngan UL Mo.-9 Tabon 2004 jo. UL Mo, §1 Tahan 20049,
upays administrative adalah prosedur yang dapae ditern-
puh oich sesegmang atau badan hokam perdata vang ndak
puas terhadap kepunssan fata psaha MNegara, Prosedur ter-
sebut dilakukan di Onghungan pemerimtahen sendin dan
terdin atag dua benml, vakni handing administrative dan
prosedur keberatan, Dalam bal pervelesaianmyn itu bars
dilakukan obeh st aasin om0 instans lain dan yang
mengeiuarkan kepuiusan vang bersangkutan, maka prose-
dur tersebur dingmakan “banding adminisirative”. Dalam
hal pepvelesnian Keputusan Tata Usaha Mepgars terschod
haius dilakukan sendivi oleh Badan atag Pejabat Taa U-
szha Mepara yong mengevarkan kepulusan I, maka pro-
sedur yang ditempah tersebut disebat ~kebomfom™.

Yuli Asmara T,

Dianutnya model penpawasan represif dan
ditinggalkannya model pengawasan preventif
oleb pemerintah dimaksudkan untuk memberi-
kan “keleluasaan” kepada daerah untuk menga-
tur dan mengurus rumah tangganya sendiri tan-
pa ada campur tangan vang terlalu jauh dan Pe-
menntah Posat. Akan tetapi, “kelonggaran™
vang diberikan UL Mo, 22 Tahun 1999 kepada
Dacrah Otonom untuk mengatur dan menguens
urusan rumah tngganya sendin ternyata bensi-
ko terhadap hubungan Pemernntabh Posat dan
Daerak.

i dalam praktik terlibat kecenderungan
Pemerintah Daerah untuk membuat Perda seba-
nyak-banyaknya lanpy mengindabken rambu-
rambu perundanpg-undangan yang lebih lingm
dan kepentingan umum cukup tnggi.

Kctika berlakunya UU No. 32 Tahun
2004, pemerintah mulsl melakukan koreksi ter-
hadap UL Wo. 22 Tahun 1999 dengan menerap-
kan empat model pengawasan terhadap produk
hukum dacrah. Perioma, executive preview,
yakni terhadap rancangan Peraturan Dacrah
vang mengstur pajak daerab, retribusi daerah,
APBD, dan RUTR sebelum disahkan oleh ke-
pala daerah terlebih dabulu dievaluast oleh
Menters Dalam Negen untuk Raperda Provinsi,
dan oleh Gubemur terhadap Raperda Kabupa-
ten'Kota, Keehio, ecvecuiive réview (terbatas),
yakni apabila hasil evaluasi Raperda tentang
APBD dan rancangan Peraturan Crubemur’ Pe-
raturan  Bupaty’ Walikota tentang Penjabaran
ABPD dinyatakan bertentangan denpan kepenti-
ngan umwm dan persuran perundang-undangan
yang lehih inggr tidak diondaklanjun aleh G-
bernur/Bupati'Walikota bersama DPRD  dan
Gubernur’'Bupati’ Walikota  tetap  menctapkan
Raperda tersebut menjadi Perda dan Peraturan
Gubemur/BupatiWalikota, Menteri Dalam Ne-
gert untuk provinst dan oleh Gubernur untuk
Kabupaten/Kota membatalkan Perda dan Pera-
turan Gubernur/BupatiWalikota tersebut. Keil-
ga. pengawasan represif, bemupa pembatalan
fexecutive review) terhadap semua Perda dilaky-
kan cleh Presiden melaln Peraturan Presiden.
Keempui, pengawasan preventif, yakni terhadap
rancangan Peraturan Kepala Daerzh tentang
APBD baru dapat dilaksanakan setelah momper-
pleh pengesahan dan Menten Dafam Negeri ba-
gi provinsi dan Gubernur bag Kabupaten/Kota,
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Dengan mekanisme sebagaimana diatur
dalam ULl Ne. 32 Tahun 2004 guna melakukan
kontrol terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
melalul Perda oleh Pemerintah Pusat, maka pe-
laksanan otonomi dacrah dibarapkan dapat sela-
ras dengan cita-cita nasional yang tetap mem-
perhatikan keberagaman dan pluralisme daerah
dalam bingkai Negara Kesaman Republik Indo-
nesia dengan Pancasila sebagai dasar serta sum-
ber dari segala sumber hukum nepara.

D1 tengah kompleksitas masalab yang di-
hadapi, otonomi dalam kerangka pemikiran po-
sitif tefap dinilai memberikan lebih banyak nilas
-nila1 positif dan ini tidak akan pernah ada yang
membantahnya, Otonomi memungkinkan ter-
laksananya bottom up planning secara signifi-
kan dan mecngikis rantai birokrasi yang dirasa-
kan sangat menghambat pelavanan kepada ma-
syarakat. Cionomi juga akan dapat memberda-
yakan partisipasi masyarakat yang lebih besar
dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga
pembangunan akan berjalan sesuai dengan Ke-
butuhan di dacrabnya.

D. Penutup

Menurut Undang-Undang Momor 12 Ta-
hun 2011, Perda merupakan salsh satu bentuk
peraturan perandang-undangan yang resmi. Na-
mun demikian, bukan berarti sebagai salah satu
bentuk peraturan perundang-undangan dalam
sistem hukum nasional, maka Perda dijadikan
alar legitimasi keluasaan Pemerntah Daerab
dalam menjatankan kekussaannyva di daersh.
Hal ni, berdampak pads inkonsistensi terhadap
peramman  perundsng-undangan vang memilika
hirarki yang lebsh tinggn terhadap Perda dalam
sistem hukum nasiwonal sebagaimana diatur da-
lam UU No.12 Tahun 2011, Untuk italah, upaya
hurmonisasi Perda techadap  peraturan  perun-
dang-undangan yang lebih tinggi haruslah se-
nantiasa dilakukan oleh para pemeyang kehija-
kan di dacrah vang menerbitkan produk hukum
berupa Perda dimaksud. Dengan demikian, Per-
da tidak menjadi sandungan atau harnbatan da-
lam pelaksanaan pembangunan secara nasional
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